
SALINAN 
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA 

NOMOR 38 TAHUN 2015 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 18 
TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN USAHA  

TOKO SWALAYAN KOTA SURABAYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SURABAYA, 

Menimbang : 

Mengingat  : 

a. bahwa   dalam  rangka  pelaksanaan  ketentuan  Pasal 9 ayat  (4)
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang
Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya, telah ditetapkan
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Penerbitan Izin Usaha Toko Swalayan Kota Surabaya;

b. bahwa guna lebih memberikan kesempatan berusaha kepada para
pelaku usaha Toko Swalayan yang telah melakukan usaha/kegiatan
Toko Swalayan sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan,
maka ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18
Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau
kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun
2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Toko Swalayan Kota
Surabaya.

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa
Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5512);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5657); 

 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba 

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 90 Tambahan Lembar 
Negara Nomor 4742); 

 
7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan 

Pembinaan Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan                        
Toko Modern; 

 
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Tahun 2014 Nomor 199); 
 

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 
tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern;  

 
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 

tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar rakyat, Pusat 
Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014; 

 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2014 tentang  Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Tahun 2014 Nomor 32); 

 
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2008 Nomor 8  Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 8) 
sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kota 
Surabaya Nomor 20 Tahun 2014(Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2014 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kota                
Surabaya 18); 

 
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11); 

 
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang 

Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya 
Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 
Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7); 
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15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Izin 
Gangguan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 4 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3); 

 
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 Tentang 

Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2015 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Nomor 2); 

 
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10); 

 
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Unit Pelayanan Terpadu satu Atap (UPTSA) Kota 
Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 28) 
sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Walikota 
Surabaya Nomor 8 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2010 Nomor 11); 
 

19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian 
Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah ketiga 
kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2015 
(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 12); 

 
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata 

Cara Penerbitan Izin Usaha Toko Swalayan Kota Surabaya (Berita 
Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 18). 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 
18 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN USAHA 
TOKO SWALAYAN KOTA SURABAYA. 

 
Pasal I 

 
Ketentuan Pasal 8 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2015 
tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Toko Swalayan Kota Surabaya 
(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 18), diubah sehingga 
berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 8 
 

(1) Dalam rangka penerbitan IUTS maka terhadap pelaku usaha Toko 
Swalayan yang telah melakukan usaha/kegiatan Toko Swalayan 
sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 
Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya, 
diberikan kesempatan untuk mengajukan rekomendasi hasil kajian 
analisa sosial ekonomi masyarakat sebagai salah satu persyaratan 
pengajuan IUTS, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya 
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang 
Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya. 
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(2) Berdasarkan hasil kajian analisa sosial ekonomi masyarakat 
setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap usaha 
Toko Swalayan yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan 
Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan 
Toko Swalayan di Kota Surabaya, maka pelaku usaha Toko 
Swalayan diberikan waktu paling lama 2,5 (dua koma lima) tahun 
terhitung sejak diterbitkannya rekomendasi hasil kajian analisa 
sosial ekonomi masyarakat setempat, untuk menghentikan kegiatan 
usahanya. 

(3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, pelaku usaha Toko 
Swalayan tidak mengajukan permohonan hasil kajian analisa sosial 
ekonomi masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), maka Kepala Dinas melakukan penutupan kegiatan usaha. 

(4) Apabila dalam waktu paling lama 2,5 (dua koma lima) tahun sejak 
diterbitkannya rekomendasi hasil kajian analisa sosial ekonomi 
masyarakat setempat, pelaku usaha Toko Swalayan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) melanggar ketentuan Pasal 16 dan/atau 
Pasal 17 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I 
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang 
Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya, maka Kepala Dinas 
melakukan penutupan kegiatan usaha. 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan 
berlaku surut sejak tanggal 9 April 2015.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Surabaya.   

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 10 Juli 2015 

WALIKOTA SURABAYA, 

ttd. 

TRI RISMAHARINI 
Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal 10 Juli 2015 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

ttd. 

HENDRO GUNAWAN 

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2015 NOMOR 39 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

IRA TURSILOWATI, SH, MH. 

Pembina Tk. I. 

NIP. 19691017 199303 2 006 


